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ABSTRAK 

 

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK 

PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI KOTA MEDAN 

(STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA) 

 

Dhea Syah Fitri  

 Narkotika sebagai hasil proses kemajuan teknologi yang selanjutnya 

berkembang dalam norma sosial untuk dipergunakan guna kepentingan pengobatan 

dan ilmu pengetahuan. Terjadinya fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika maka diperlukan tindakan nyata dalam memberantas dan menanggulangi 

peredaran narkotika tersebut. Dalam mewujudukan penanggulangan dan 

pemberantasan narkotika, negara sangat serius dalam menangani dan memberantas 

narkotika yang semakin tersebar di wilayah Indonesia, aturan yang ada sebelumnya 

yang telah ada sebelumnya yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1997 yang telah diubah dan diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika.  

 Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana faktor terhadap 

penanggulangan tindak pidana narkotika, bagaimana sanksi pidana dalam 

penyelundupan terjadinya tindak pidana narkotika dan bagaimana peran kepolisian 

dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di Kota Medan (Studi di kepolisian 

daerah Sumatera Utara). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data 

studi lapangan dan studi pustaka. Studi pustaka diperoleh dengan jalan membaca, 

mempelajari, dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan atau data-data 

sedangkan studi lapangan dilakukan wawancara.   

 Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu dalam upaya menanggulangi tindak 

pidana narkotika dilakukan secara penal memfokuskan pada upaya represif. Upaya 

represif antara lain terdiri dari rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan 

kearah pengungkapan terhadap semua tindak pidana narkotika yang pernah terjadi. 

Tindakan penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Polda Medan dalam 

penanggulangan tindak pidana narkotika antara lain Menangkap dan menahan 

pemakai dan penjual atau pengedar narkotika beserta barang bukti, kemudian 

dilakukan penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk 

diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kemudian diproses di 

pengadilan.  
 

Kata Kunci: Narkotika, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penyelundupan, 

Peran Polisi, Kota Medan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang  

Peredaran dan penyelundupan narkotika saat ini telah menjadi masalah 

serius yang mengancam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Indonesia sebagai negara yang memiliki letak geografis yang strategis dan garis 

pantai yang sangat panjang menjadikan negeri ini rawan dijadikan jalur transit 

maupun sasaran utama penyelundupan narkotika oleh sindikat nasional dan 

internasional. Masuknya narkotika ke wilayah Indonesia tidak hanya menimbulkan 

kerugian ekonomi dan sosial, tetapi juga berdampak langsung pada kerusakan 

moral generasi muda bangsa yang merupakan penerus masa depan negara.  

Sebagai negara kepulauan dengan lokasi strategis di jalur perdagangan 

global, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Hal ini 

menjadikan wilayah perairan kita rawan sebagai jalur transit maupun tujuan akhir 

penyelundupan narkotika oleh berbagai jaringan kriminal.  Dampak masuknya 

narkotika ke Indonesia meluas ke ranah ekonomi dan sosial. Kerugian ekonomi 

muncul melalui meningkatnya beban biaya kesehatan, produktivitas menurun, dan 

potensi sektor pariwisata yang tergerus stigma kejahatan narkotika. Dari sisi sosial, 

penyalahgunaan narkotika menimbulkan gangguan pada struktur keluarga, 

tingginya angka pengangguran, serta peningkatan angka kejahatan lain seperti 

pencurian dan kekerasan rumah tangga. 
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Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya menjadi masalah lokal maupun 

nasional, tetapi sekarang sudah menjadi masalah global (dunia). Saat ini 

penyalahgunaan narkotika sudah masuk segala lapisan baik kalangan atas. kalangan 

menengah, maupun kalangan bawah sekalipun. Ditinjau dari sudut usia, narkotika 

sudah tidak dinikmati golongan remaja, tetapi juga golongan setengah baya maupun 

golongan usia tua Penyebaran narkotika sudah tidak lagı hanya di kota besar, tetapi 

sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa.1 

Pandangan bahwa narkotika adalah “musuh besar” bangsa terbukti benar, 

karena tidak ada manfaat positif dari penggunaannya. Sebaliknya, obat terlarang 

tersebut justru merusak kondisi mental dan fisik penggunanya. Namun, hal ini tidak 

menyurutkan keberanian para pelaku sindikat untuk mengejar keuntungan besar. 

Mobilitas internasional yang tinggi melalui jalur laut, udara, maupun darat 

mempermudah metode penyelundupan hingga melintasi batas negara. Kartel 

narkoba pun mampu meraup keuntungan fantastis hanya dalam satu pengiriman 

barang terlarang ke dalam maupun ke luar negeri. 

Narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan zat aditif yang jika 

dikonsumsi tanpa aturan dan dosis yang sesuai dapat membahayakan kesehatan. 

Narkoba sendiri terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Menurut 

Badan Narkotika Nasional (BNN), narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari 

tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa. mengurangi 

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.  

 
 1 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju. 

Bandung,2003, hal.3. 
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Fenomena penyelundupan narkotika terus mengalami peningkatan baik dari 

segi jumlah kasus, modus operandi, maupun jenis narkotika yang diselundupkan. 

Penyelundupan tersebut dilakukan secara sistematis dan terorganisir, melibatkan 

berbagai pihak termasuk oknum yang seharusnya menegakkan hukum. Berbagai 

kasus besar yang berhasil diungkap menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak hanya 

dilakukan oleh individu semata, melainkan merupakan hasil dari kerjasama lintas 

jaringan yang kompleks dan terstruktur.2 

Organisasi kriminal lintas negara yang paling besar salah satunya adalah 

tindak pidana penggunaan dan peredaran narkotika. Karena narkoba melintasi batas 

wilayah, kejahatan transnasional ini tidak dapat diperlakukan seperti kejahatan 

biasa dan memerlukan penanganan khusus. Perkembangan kasus narkotika 

semakin mengkhawatirkan, sedangkan upaya pemerintah untuk memutus jaringan 

internasionalnya masih terus berjalan. Meskipun aparat penegak hukum berhasil 

mengungkap berbagai modus operandi, para pelaku pengedaran narkotika tampak 

tak gentar dan terus berinovasi. Globalisasi telah mempercepat pergerakan sosial 

dan memengaruhi pola pikir masyarakat, sehingga metode kejahatan juga 

berevolusi tidak lagi bersifat individu, tetapi telah terstruktur dalam skala 

transnasional. Dampaknya, Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga mulai 

dimanfaatkan sebagai lokasi produksi zat prekursor narkoba jenis baru. Situasi ini 

sangat berbahaya karena dapat merusak martabat bangsa dan mencoreng reputasi 

internasional Indonesia. Kejahatan narkotika tergolong kejahatan berat dengan 

dampak kemanusiaan yang besar, terutama terhadap generasi muda. 

 
 2 Budi Setiawan, “Penyelundupan Narkotika dan Tantangan Penegakan Hukum di 

Indonesia”, Jurnal Hukum dan Kriminologi, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 45. 
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Dalam rangka menangani permasalahan ini, Pemerintah Indonesia telah 

menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang 

menjadi dasar hukum dalam penanganan tindak pidana narkotika termasuk 

penyelundupan. Undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan yang mencakup 

pencegahan, pemberantasan, penindakan, dan rehabilitasi terhadap penyalahguna 

serta pelaku kejahatan narkotika.3 Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat 

banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, 

khususnya dalam membuktikan keterlibatan para pelaku yang tergabung dalam 

jaringan penyelundupan narkotika internasional.  

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan narkotika 

membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan sinergis antara aparat penegak 

hukum seperti Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai, dan 

pihak-pihak lain yang terkait. Selain itu, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan 

oleh ketegasan norma hukum yang berlaku, tetapi juga oleh kualitas dari para 

penegak hukum dalam menerapkan aturan-aturan tersebut secara profesional, 

transparan, dan akuntabel. 

Masih maraknya kasus penyelundupan narkotika yang terjadi, bahkan 

melibatkan jalur udara, laut, dan darat menunjukkan bahwa aparat penegak hukum 

belum sepenuhnya berhasil dalam menutup celah-celah yang dimanfaatkan oleh 

para pelaku kejahatan. Beberapa kasus juga menunjukkan lemahnya pengawasan 

dan kurang maksimalnya upaya preventif yang dilakukan oleh institusi terkait. 

Disinilah urgensi untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi Undang-

 
 3  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  
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Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya dalam kaitannya dengan upaya 

penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan narkotika.4 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis 

bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan 

narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta meninjau 

efektivitas dan kendala-kendala yang dihadapi dalam praktik di lapangan. Dengan 

demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

perumusan strategi hukum yang lebih tepat dalam menanggulangi peredaran 

narkotika di Indonesia. 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

dari penelitian sebagai berikut.  

1) Apa Faktor terjadinya tindak pidana penyelundupan narkotika di Kota 

Medan? 

2) Bagaimana peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penegakan 

hukum terhadap tindak pidana penyelundupan narkotika di Kota Medan? 

3) Bagaimana kendala dan upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam 

penegakan hukum penyelundupan narkotika di Kota Medan? 

2. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penulisan 

makalah ini adalah sebagai berikut: 

 
 4 Sri Widyastuti, “Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan 

UU No. 35 Tahun 2009”, Jurnal Penegakan Hukum, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 134 
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a. Untuk mengetahui faktor terjadinya tindak pidana penyelundupan narkotika 

di Kota Medan. 

b. Untuk mengetahui peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam 

penegakan hukum penyelundupan narkotika di Kota Medan. 

c. Untuk mengetahui kendala dan upaya Kepolisian Daerah Sumut dalam 

penegakan hukum penyelundupan narkotika di Kota Medan. 

3. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis 

dan praktis. 

a. Manfaat Teoritis 

1) Sebagai sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum baik 

yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. 

2) Hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan 

sumbangan teoritis bagi pengmbangan ilmu hukum pada umumnya dan 

khusus nya pidana, terutama di bidang pengetahuan mengenai 

menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika. 

3) Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S- 1) di Fakultas 

Hukum Muhammadiyah Sumatera utara. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi kepentingan mahasiswa sendiri menambah pengalaman dan 

pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam 

menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika. 
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2) Bagi masyarakat untuk menjadi bahan referensi bagi pembaca baik 

mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui 

menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika. 

3) Bagi kepolisian sebagai bahan masukan dalam peran kepolisian untuk 

selalu melaksanakan pemberantasan seluruh kejahatan di negara 

terkhususnya kejahatan penyelundupan yang melanggar peraturan 

perundang- undangan. 

B.  Definisi Operasional  

Berikut adalah definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini 

1. Tinjauan yuridis adalah kajian hukum terhadap peraturan perundang-

undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, untuk 

menganalisis penerapan hukum dalam kasus penyelundupan narkotika. 

2. Penegakan hukum adalah proses tindakan aparat hukum dalam menangani 

tindak pidana, mulai dari penyelidikan hingga penjatuhan sanksi, khususnya 

terhadap penyelundupan narkotika. 

3. Tindak pidana penyelundupan narkotika adalah perbuatan melawan hukum 

yang melibatkan pengangkutan atau pemasukan narkotika secara ilegal ke 

wilayah Indonesia, baik skala nasional maupun internasional. 

C.  Keaslian Penelitian  

Berikut adalah beberapa bukti dari keaslian penelitian pada penelitian ini 

1. Anthoni Simamora. 2012. Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak 

Pidana Narkotika. Tesis. Program Studi Magister Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Universitas Medan Area Medan.  
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Penyalahgunaan narkotika yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah tindak 

pidana yang tidak hanya bersifat nasional tetapi juga sudah menjadi tindak 

pidan transnasional. Peredaran narkotika secarta .ilegal tidak hanya pada 

kalangan masyarakat perkotaan tetapi sudah menjalar sampai masyarakat 

pedesaan. Kejahatan yang ditimbulkan akibat pemakaian narkotika juga 

beragam, maka sudah sepantasnya penyalahgunaan narkotika diberikan 

sanksi/pidana yang tegas dan berat agar masyarakat tidak terjerumus. Akibat 

pemakaian narkotika yang ilegal dapat meyebabkan kematian. Maka dari itu, 

diperlukan peranan aparat penegak hukum untuk memberantas para pengedar 

narkotika, khususnya bagi pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Di 

kota Medan, peredaran narkotika sudah sangat mengkhawatirkan, pemakainya 

sudah merambah kepada anak-anak dan remaja, maka dari itu, diperlukan 

sebuah penelitian tentang peran kepolisian dalam membematas pengedaran 

narkotika di kota Medan.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bentuk- 

bentuk kejahatan narkotika yang diatur dalam perturan perundang-undangan. 

yakni diantaranya : Kejahatan yang menyangkut memproduksi narkotika. 

Kejahatan yang menyangkut jual beli, pengangkutan dan transit narkotika. 

Pengusaan narkotika, penyalahgunaan narkotika, tidak melaporkan pecandu 

narkotika, menyangkutt label dan publikasi narkotika, menyangkut jalannya 

peradilan narkotika, penyitaan dan pemusnahan narkotika, keterangan palsu 

(dalam narkotika) serta menyangkut penyimpangan fungsi lembaga (dalam 

kasus narkotika). Dan hasil penelitian terhadap Peran Kepolisian dalam 

Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Kota Medan, yakni sebagai 

lembaga yang berperan untuk memberantas peredaran Narkotika, melakukan 
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penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan 

Prekursor narkotika di Kota Medan. Sebagai aparat penegak hukum yang 

berperan untuk mengayomi dan melindungi masyarakat, khususnya masyarakat 

kota Medan dari kejahatan yang ditimbulkan akibat pemakaian narkotika 

2. Akbar, Alfath . 2023. Peran Polisi dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika 

Melalui Jalur Perairan: Upaya Pre-Emptif, Preventif, dan Represi. Thesis. 

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. 

Indonesia, sebagai negara maritim dan kepulauan, menghadapi tantangan 

signifikan dalam mengelola perbatasannya yang luas, terutama dalam konteks 

kejahatan lintas negara seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, 

dan terorisme. Kekurangan dalam pengamanan perbatasan laut dan darat telah 

meningkatkan risiko kejahatan lintas negara, mempengaruhi keamanan nasional 

dan kemanusiaan. Penyalahgunaan narkotika khususnya menjadi perhatian 

utama, dengan peningkatan prevalensi dari 1,80% pada 2019 menjadi 1,95% 

pada 2021. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika menawarkan kerangka hukum untuk mengatasi masalah ini, namun 

pengawasan perbatasan yang belum optimal menunjukkan kebutuhan strategi 

penegakan hukum yang lebih efektif. Penelitian ini menemukan bahwa peran 

kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkotika melalui jalur perairan di 

Indonesia melibatkan tiga langkah utama: upaya pre-emptif, preventif, dan 

represif. Upaya pre-emptif meliputi edukasi masyarakat dan pengawasan di 

jalur rawan, sementara upaya preventif berfokus pada pengurangan ruang gerak 

pelaku dan peningkatan kewaspadaan di pelabuhan. Upaya represif mencakup 

penangkapan langsung pelaku dan pengembangan kasus lebih lanjut. Temuan 
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ini menunjukkan perlunya kerjasama antar instansi dan penerapan teknologi 

canggih untuk pengawasan yang lebih efektif. Legislasi terkait narkotika di 

Indonesia terus berkembang, namun masih ada tantangan dalam penerapan 

strategi pengurangan permintaan dan pasokan obat-obatan ilegal. Peredaran 

narkotika melalui jalur laut menunjukkan berbagai modus operandi, 

memerlukan pendekatan multidimensi untuk penanganannya. 

3. Ema Puspitasari. 2019. Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak 

Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas 

Mataram Mataram. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Kepolisian Resort Mataram 

dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang 

dilakukan oleh anak di wilayah Kota Mataram dan kendala yang dihadapi 

Kepolisian Resort Mataram dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. 

Peranan kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yaitu 

kepolisian melakukan penyuluhan dan Operasi Antik Gatarin. Selanjutnya 

kepolisian melakukan penegakan hukum dengan mengacu pada Undang-

undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan 

lainnya. Kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Mataram yaitu: Faktor 

masyarakat, Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Faktorsarana dan prasarana, 

Keterbatasan dana operasional dan Faktor penegak hukum. 

D. Metode Penelitian  

Peredaran dan penyelundupan narkotika saat ini telah menjadi masalah 

serius yang mengancam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Indonesia sebagai negara yang memiliki letak geografis yang strategis dan garis 
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pantai yang sangat panjang menjadikan negeri ini rawan dijadikan jalur transit 

maupun sasaran utama penyelundupan narkotika oleh sindikat nasional dan 

internasional. Masuknya narkotika ke wilayah Indonesia tidak hanya menimbulkan 

kerugian ekonomi dan sosial, tetapi juga berdampak langsung pada kerusakan 

moral generasi muda bangsa yang merupakan penerus masa depan negara.  

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif (normative/legal research). Metode ini dipilih karena obyek kajian 

penelitian adalah mengenai asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan 

doktrin hukum dari para ahli hukum.5 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma 

hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Sifat penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya 

tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara 

umum. Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah berupa dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan atau 

kutipan, mencari literatur hukum, buku-buku dan lain-lain yang berhubungan 

dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini baik secara luring maupun daring. 

Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode analisis isi yang dilakukan dengan 

 
 5 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan 

Empiriris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 34 
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cara menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara terperinci 

agar memudahkan penafsiran dalam pembahasan.6 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, 

menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa 

menggunakan metode deskriptif anitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada 

penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (library research), yaitu 

dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik 

artikel dan melakukan observasi langsung (field research) dilapangan dengan 

melakukan riset di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), yang 

kemudian dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute 

approach) mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini. 

4. Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum 

yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari: 

a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun ayat Al 

Qur’an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam Q.S Al Maidah 

ayat 90, dimana terjemahannya sebagai berikut: “Wahai orang-orang yang 

beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) 

berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan 

termasuk perbuatan setan.” 

 
 6 Taufik Hidayat Lubis, Rahmat Ramadhani Jurnal Internasional Reglement & Society 

(IJRS) 2 (3), 149-160, 2021  
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b. Data primer : yaitu data yang dikumpulkan melalui observasi dan 

wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti anggota Kepolisian Daerah 

Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Kota Medan, dan lainnya.  

c. Data sekunder : yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen 

resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus 

hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan 

pengadilan. 

 Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan 

penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni: 

1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber 

dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam 

pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian 

akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan 

perundang-undangan.7 Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-

bahan primer sebagai berikut: 

2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

3) Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika 

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) 

5) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 

merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi 

 
 7 Zainuddin Ali, 2011. Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika. 

Halaman 47 
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buku- buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan 

komentar- komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian. 8 

6) Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: 

kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa 

Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya. 

5. Alat Pengumpul Data 

Alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa 

studi lapangan (field research) dengan mendatangi Markas Kepolisian Daerah 

Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60, Timbang 

Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, dan melakukan 

wawancara dengan bagian terkait sesuai dengan tema penelitian, serta melakukan 

studi kepustakaan (library research), untuk mendapatkan data sekunder, yakni 

a. Offline, yaitu dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan (library 

research) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara dan perpustakaan Kota Medan, guna untuk 

memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini. 

b. Online, melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan secara 

online menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen 

tertulis maupun jurnal dan hal-halterkait tema penelitian dengan tujuan 

mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan dalam proses 

penelitian ini. 

 
 8 Ibid. Halaman 54 
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6. Analisis Data 

Bahan hukum yang telah penulis kumpulkan, baik bahan hukum primer 

maupun sekunder lantas diinventarisasi lalu dikaji serta dianalisis secara 

komprehensif untuk mencapai rumusan argumentasi dalam menjawab rumusan 

masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis 

kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang mengungkapkan dan 

mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan 

menggabungkan peraturan-peraturan, buku ilmiah yang ada hubungannya dengan 

judul yang dibahas. Kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga mendapatkan 

suatu pemecahan dan dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan.



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTKA  

A.   Penegakan Hukum 

Penegakan hukum merupakan proses untuk menegakkan norma-norma 

hukum yang berlaku di masyarakat guna menciptakan ketertiban dan keadilan. 

Proses ini melibatkan berbagai institusi, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, 

serta peran masyarakat. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, penegakan 

hukum bukan hanya merupakan kewajiban negara, melainkan juga hak masyarakat 

untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum yang setara di mata hukum. 

Secara yuridis, penegakan hukum dapat dipahami sebagai seluruh aktivitas 

yang bertujuan untuk menjamin ditaatinya norma hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum tidak 

hanya dilihat dari aspek prosedural dan institusional, tetapi juga dari sisi keadilan 

substantif, yakni bagaimana hukum diterapkan secara adil dan manusiawi dalam 

kenyataan sosial masyarakat yang kompleks. 

Dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia menghadapi berbagai 

tantangan, salah satunya dalam penanganan tindak pidana penyelundupan 

narkotika. Penyelundupan narkotika merupakan tindak pidana transnasional yang 

terorganisir dengan jaringan yang kompleks, sehingga memerlukan penanganan 

hukum yang menyeluruh dan terkoordinasi antar lembaga penegak hukum, baik di 

tingkat nasional maupun internasional.9 

 
 9 Budi Setiawan, Penyelundupan Narkotika dan Tantangan Penegakan Hukum di 

Indonesia, Jurnal Hukum dan Kriminologi, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 45 
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Polri sebagai garda terdepan dalam penindakan kasus narkotika memiliki 

peran penting, mulai dari penyelidikan, penangkapan, hingga pelimpahan perkara 

ke kejaksaan. Namun, kinerja Polri juga sangat bergantung pada regulasi yang jelas 

dan sumber daya yang memadai. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika menjadi dasar hukum yang kuat untuk memberikan 

kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika.10 

Kejaksaan memiliki tugas melanjutkan proses penuntutan dan menyiapkan 

bukti-bukti yang kuat untuk memenangkan perkara di persidangan. Peran ini 

penting guna memastikan proses peradilan berjalan adil dan transparan, serta 

memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, tantangan muncul ketika pelaku 

memiliki keterkaitan dengan jaringan sindikat atau oknum aparat, yang dapat 

mempengaruhi integritas proses peradilan dan memperlambat penanganan kasus. 

Pengadilan sebagai lembaga yudikatif menegakkan hukum dengan 

menjatuhkan putusan berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap selama proses 

persidangan. Prinsip independensi hakim dan asas praduga tak bersalah menjadi 

landasan utama dalam menjamin keadilan substantif. Meskipun demikian, sering 

kali kendala muncul akibat kompleksitas bukti forensik, lamanya persidangan, serta 

beban perkara yang tinggi di pengadilan 

Kejaksaan dan pengadilan juga memegang peran penting dalam 

menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan narkotika. Penegakan hukum tidak 

hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera dan 

mencegah tindak pidana serupa di kemudian hari. Namun, sering kali tantangan 

 
 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
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muncul ketika pelaku memiliki keterkaitan dengan sindikat yang kuat atau bahkan 

melibatkan oknum aparat, yang membuat proses hukum menjadi tidak optimal.11 

Sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Narkotika 

Nasional (BNN) sangat krusial dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. 

BNN berperan dalam pencegahan, rehabilitasi, dan intelijen narkotika, sementara 

Bea Cukai berfokus pada pengawasan jalur masuk barang. Kolaborasi lintas sektor 

ini harus didukung oleh mekanisme koordinasi yang jelas dan regulasi turunan yang 

memadai untuk mengatasi hambatan operasional di lapangan. 

Kualitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh tegasnya norma 

hukum, tetapi juga oleh profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas aparat. 

Pelatihan berkelanjutan, peningkatan integritas, serta penerapan teknologi deteksi 

modern seperti scanner container dan alat uji lapangan menjadi aspek penting untuk 

meningkatkan efektivitas penindakan narkotika. 

Selain itu, penegakan hukum juga harus didukung oleh partisipasi aktif 

masyarakat. Pelaporan masyarakat atas aktivitas mencurigakan terkait narkotika 

sangat membantu aparat dalam mengungkap kasus. Pemberdayaan masyarakat 

melalui pendidikan hukum dan penyuluhan juga menjadi bentuk preventif dari 

penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum yang efektif harus berjalan seiring 

dengan pembaruan hukum, reformasi institusi, dan integritas aparat penegak 

hukum. Tanpa itu semua, hukum hanya akan menjadi simbol tanpa daya. Seperti 

yang disampaikan oleh Sri Widyastuti, efektivitas penegakan hukum tidak hanya 

 
 11 Ibid 
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terletak pada keberadaan undang-undang, tetapi juga dalam penerapannya secara 

tegas dan berkeadilan.12 

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh 

karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab 

aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas 

berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang 

bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam 

upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka 

pemerintahlah actor security.13 

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh 

subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh 

subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan 

hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa 

saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang 

berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti 

sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya 

aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu 

aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya 

hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk 

menggunakan daya paksa. 14 

 
 12 Sri Widyastuti, Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan UU 

No. 35 Tahun 2009, Jurnal Penegakan Hukum, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 134. 

 13 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2005), hal. 21.  

 14 Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hal. 46.  
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Dengan demikian, penegakan hukum adalah proses kompleks yang 

memerlukan koordinasi, integritas, dan dukungan berbagai pihak. Dalam konteks 

penyelundupan narkotika, penegakan hukum tidak cukup hanya dengan 

penangkapan pelaku, tetapi juga harus disertai dengan upaya memutus jaringan, 

menelusuri alur distribusi, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat 

sebagai bentuk perlindungan kolektif terhadap generasi bangsa. 

B.  Tindak Pidana Narkotika 

Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan yang melanggar 

ketentuan-ketentuan hukum narkotika. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum 

dikenal adalah penyalahgunaan atau melebihi dosis, pengedaran narkotika, dan jual 

beli narkotika. Ketiga tindak pidana narkotika ini merupakan salah satu penyebab 

berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang secara 

langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, 

dan terutama bagi si pengguna narkoba, seperti pembunuhan, pencurian, 

penodongan, penjambretan, pemerasan, pemerkosaan, pelanggaran rambu lalu- 

lintas dan lain-lain. 

Narkotika adalah zat atau obat-obatan yang berasal dari tumbuhan opium 

maupun zat sintetis yang memiliki efek sedatif, analgesik (pereda nyeri), dan dapat 

menimbulkan ketergantungan. Zat ini bekerja dengan memengaruhi sistem saraf 

pusat sehingga dapat mengubah persepsi, perasaan, dan perilaku seseorang. 

Penggunaan, peredaran, dan produksinya diatur secara ketat oleh pemerintah untuk 

mencegah penyalahgunaan dan dampak negatifnya terhadap kesehatan 

masyarakat.15 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 

 
 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
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tentang Narkotika, zat-zat tersebut dikategorikan dan dikendalikan karena potensi 

tinggi dalam menyebabkan kecanduan dan penyalahgunaan, serta efek samping 

yang berbahaya bila disalahgunakan.16 

Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam bersabda 

antara lain:  

  ِ ِ   يه خ ا ال  دى   ِ  ِ ِ   و ن يف س ا ر ه ن   ي ن ر ٱ  ِ   ٱ ه  س ه   ِ ِ   ق ن ن ل  ِ   و ٱ  ِ   ن س  دى   ِ  ِ  م 

ِ   ف ر سى ن   ِ  ِ س   ِ  ِ ا  م   ِ  ِ ت   ِ    ِ ِ   م ن  س ه   ِ ِ   ٱ ٱ ق ن ن ل  ِ   د ة  ِ   د   ي  ب     ِ س ه   ِ  ن ن ل 

ِ   ق ِ   م و ,ا ن  ِ   ٱيه ا ب أ ا د  د   ِ  ِ  ِ م   ِ  ِ ِ   ا  ِ   د  ِ   س ا ر ه ن   خ ال  سا ن يف   ِ  ِ ِ   ي ن و  ِ   د     يف 

مه ي  ِ  ِ    ِ ِ   ٱ س  ه   ِ ِ   د ف  ِ   ن ا ر و د   ي  يف   ِ    ِ ِ   ه  ن   ِ  ِ سأ     ِ  ِ ِ   ي ن و ب يف  ي  د     ِ  ب أ ا د 

ِ   ه ِ   ي  ِ   ٱ ا  د   ِ  ِ  ِ م   ِ  ِ ِ   ا  ِ   د   س ه ن   خ ال 

Artinya: "Barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, 

maka dia di neraka jahanam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) 

neraka itu, kekal selama lamanya. Barang siapa yang sengaja menenggak racun 

hingga mati maka racun itu tetap di tangannya dan dia menenggaknya di dalam 

neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Dan barang siapa yang 

membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya dan dia 

tusukkan ke perutnya di neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya." 

(HR Bukhari Nomor 5778 dan Muslim Nomor 109).  

 Hadis ini menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi orang yang 

menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengonsumsi narkoba tentu menjadi sebab 

yang bisa mengantarkan pada kebinasaan karena narkoba hampir sama halnya 

dengan racun. Sehingga hadis ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba. Selain 

 
 16 Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia. Informasi Resmi Mengenai 

Narkotika. Diakses dari: https://www.bnn.go.id/, 2023. 
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itu hadis ini juga mengancam bagi orang-orang mengosumsi narkoba akan di 

lemparkan kedalam neraka jikalau di tidak mau bertaubat kepada Allah Swt. 

 Adapun jenis-jenis narkotika dapat diklasifikasikan berdasarkan asal usul 

serta sifat kimianya, yaitu: 

1. Narkotika Alami 

Zat-zat yang diperoleh secara langsung dari tanaman opium (Papaver 

somniferum). Zat-zat tersebut secara alami memiliki sifat analgesik dan 

sedatif yang kuat dan berpotensi menimbulkan ketergantungan jika tidak 

digunakan dengan pengawasan medis yang tepat.17 Contoh zat yang 

termasuk dalam kategori ini antara lain: 

- Opium 

- Morfin 

- Kodein 

2. Narkotika Semisintetik 

Zat yang dihasilkan melalui modifikasi kimia dari narkotika alami. Proses 

modifikasi ini biasanya dilakukan untuk meningkatkan potensi atau 

efektivitas zat tersebut dalam keperluan medis, meskipun sayangnya juga 

meningkatkan risiko penyalahgunaan. Zat semisintetik memiliki potensi 

tinggi untuk disalahgunakan karena sifatnya yang lebih kuat dibandingkan 

dengan zat alami.18 Contohnya adalah: 

- Heroin (turunan dari morfin) 

- Oksikodon 

 
 17 Buku Ajar Ilmu Farmasi. Edisi terbaru, yang memaparkan penjelasan mengenai opium 

dan turunannya. 

 18 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan terkait penggunaan opioid dalam 

dunia medis. Diakses pada tahun 2024. 
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- Hydromorphone 

3. Narkotika Sintetis 

Zat yang sepenuhnya disintesis di laboratorium tanpa menggunakan bahan 

baku alami. Contoh yang sering digunakan dalam konteks medis dengan 

pengawasan ketat adalah Fentanyl. Fentanyl merupakan zat dengan potensi 

yang sangat tinggi dan digunakan sebagai analgesik dalam pengelolaan 

nyeri berat, terutama pada pasien kanker. Karena kekuatannya yang tinggi, 

penggunaan zat ini harus sangat hati-hati untuk menghindari risiko 

overdosis.19 

Selain pengelompokan berdasarkan asal usul, narkotika juga dapat 

diklasifikasikan menurut kegunaannya dalam bidang medis. Misalnya, dalam 

regulasi Kementerian Kesehatan, beberapa zat narkotika dikategorikan ke dalam 

golongan-golongan tertentu yang membedakan antara zat yang diperbolehkan 

untuk keperluan pengobatan dan zat yang sepenuhnya dilarang penggunaannya di 

luar konteks medis.20 

Narkotika, psikotropika dan zat adiktiflainya (NAPZA) yang biasa disebut 

Narkoba merupakan jenis obat atau zat yang diperlukan didalam dunia pengobatan. 

Akan tetapi apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pegawasan yang saksama 

dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan 

jiwa pemakainya. Penyalahgunaan narkoba pada tahun-tahun terkahir dirasakan 

megalami peningkatan drastis, dapat kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik 

 
 19 Laporan Tren Narkotika Sintetis. Badan Narkotika Nasional (BNN), 2023. 

 20 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Tentang Klasifikasi Narkotika 

(misalnya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2020), 2020. 
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di media cetak maupun media elektronik yang hampir setiap hari memberitakan 

tetang penagkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat keamanan.21 

Meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun 

tentunya tidak bisa dianggap masalah yang ringan, tetapi perlu dianggap serius agar 

penanggulangannya juga bisa dilakukan secara serius. Secara umum diakui bahwa 

permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sengat kompleks, baik dilihat 

dari penyebab maupun penangananya, bila dilihat penyebab terjadinya 

penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh banyak faktor yang saling mempengaruhi 

satu sama lain. Faktor tersebut antara lain: Faktor geografis Indonesia, factor 

ekonomi, faktor kemudahan memeproleh obat, dan faktor keluarga dan masyarakat, 

factor kepribadian serta fisik individu yang menyalahgunakannya. Penyalahgunaan 

narkotika dan psikotropika di Indonesia berada pada taraf yang menghawatirkan, 

hal ini ada indikasi bahwa begitu mudahnya seseorang bisa mendapatkan narkoba 

yang pada akhirnya dapat mengancam dan merusak generasi muda sebagai penerus 

bangsa. 

Penyalahgunaan narkoba berakibat buruk terhadap kualitas sumber daya 

manusia di Indonesia Perlawanan terhadap masalah ini setidaknya secara umum 

dilakukan dalam dua hal:22 

a. Secara hukum, baik aspek pemidanan dalam penerapan sanki (kurungan dan 

rehabilitasi) 

 
 21 M. Sholehudin. (2004). Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Jakarta: PT RajaGraindo. 

Halaman 17-19. 

 22 Badan Narkotika Nasional. (2010). Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat, Jakarta: 

BNN. halaman 1 
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b. Secara sosial baik upaya pencegahan secara sosial dengan maksud 

mengenal dan mengantisipasinya. (penyuluhan dan pengentrolan terhadap 

lingkungan). 

Kejahatan penyalahgunaan narkotika diindonesia saat ini sudah sangat 

menghawatirkan. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya 

penagkapan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan dan pengedaran narkotika 

yang telah merebak di segala lapisan masyarakat termasuk di kalangan generasi 

muda dan juga terlebih terhadap anggota kepolisian yang merupakan alat negara 

sebagai penegak hukum. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap generasi 

masa depan negara dan keberlangsungan penegakan hukum di indonesia.23 

Semakin luas peredaran narkoba berkaitan erat dengan belum tegasnya 

penerapan hukum dalam memberikan sanksi bagi pelaku penguna narkoba, yang 

mana relevansi hukum memberikan efek jera terhadap penguna narkobasekaligus 

menyertai penyadaran baik pembinaan (rehabilitasi) bagi pelaku penguna narkoba. 

Pada tanggal 12 Oktober 2009, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 

tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkotika) 

yang baru ini mengalami perubahan dibandingkan dengan Undang- Undang 

terdahulu, dimana dalam Pasal 54 menyebutkan bahwa Pecandu Narkotika dan 

korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial. 

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 12 

Oktober 2009 maka undang-undang ini telah mempunyai daya laku dan daya 

 
 23 Siregar, S. A. (2021). Analisis Kriminologi Terhadap Anggota Kepolisian Pelaku 

Pencucian Uang Yang Berasal Dari Kejahatan Narkotika. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum 

[JIMHUM], 1(4). 
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mengikat dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan 

Narkotika, maka secara otomatis Undang-Undang Narkotika yang harus 

diterapkan. Penerapan hukum melalui undang-undang yang telah dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku jelas melangar asas legalitas dan HAM. Hal ini sejalan 

dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, ”setiap orang berhak 

atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Penerapan hukum yang tidak ada dasar 

hukumnya jelas merupakan perbuatan sewenang-wenang dan melanggar asas 

legalitas sebagai landasan untuk menuntut setiap adanya tindak pidana Narkotika. 

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu perbuatan 

tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 75 Undang- 

Undang Narkotika. Sanksi yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana 

narkotika dalam Undang-undang tersebut, berupa sanksi pidana ataupun sanksi 

administratif. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika terdiri dari 

pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara, pidana 

kurungan, dan pidana denda. Pidana administratif ataupun pidana denda dijatuhkan 

apabila pelaku terdiri dari orang perseorangan dan korporasi. 

Masalah pencegahan dan penanggulangan kejahatan, tidaklah sekedar 

mengatasi kejahatan yang sedang terjadi dalam lingkungan masyarakat saja, tapi 

harus diperhatikan pula, atau harus dimulai dari kondisi yang menguntungkan bagi 

kehidupan manusia. Perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi 

dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam upaya untuk 

menanggulangi kejahatan.24 

 
 24 Syahruddin Husein. (2003). Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya 

Penanggulangannya, Bandung: Sinar Baru. Halaman 8 
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Lembaga-lembaga penegak hukum harus mengembangkan nilai-nilai di 

dalam lingkungan organisasi masing-masing, karena nilai-nilai tersebut dibutuhkan 

untuk mendukung bekerjanya lembaga secara baik. Untuk itu dalam upaya 

penegakan hukum harus melibatkan peran serta semua golongan masyarakat. 

Dalam hal ini, peran merupakan suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika 

menduduki suatu karakteristik (posisi) dalam struktur sosial. Setiap individu harus 

bisa memerankan posisi sosialnya di dalam masyarakat.25 

Tindak Pidana Narkotika Hukum pidana narkotika di Indonesia diatur 

dalam UU No 35 Tahun 2009. Undang-Undang ini menetapkan berbagai macam 

tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika, termasuk produksi, peredaran, 

penyalahgunaan, dan kepemilikan narkotika. Sanksi yang diberikan kepada pelaku 

tindak pidana narkotika beragam, mulai dari hukuman denda, hukuman penjara, 

hukuman seumur hidup dan hukuman mati. 

Terdapat beberapa bentuk tindak pidana narkotika sebagaimana diatur 

dalam UU No 35 Tahun 2009 seperti peredaran gelap narkotika, preskursor 

narkotika, penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika. “Peredaran gelap 

narkotika dan precursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan 

yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai 

tindak pidana narkotika dan precursor narkotika”.26 “Penyalahguna adalah orang 

yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum”.27 Sedangkan 

“Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan 

 
 25 Edy Suhardono. (1994). Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya, Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama. Halaman 7 

 26 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

 27 Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
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Narkotika dan dalam ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun 

psikis”.28 

Pada pencegahan dan upaya memberantas kejahatan peredaran narkotika, 

Indonesia juga telah mengupayakan seperangkat Instrumen pengaturan guna 

mencegah dan menindaklanjuti kejahatan peredaran narkotika. Sebagai bukti 

keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi peredaran narkotika 

tersebut telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya untuk mencegah 

terjadinya peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika 

pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan 

dilakukan secara bersama–sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat 

clandestine yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.29 

Kejahatan peredaran narkotika yang bersifat transnasional dilakukan 

dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, 

termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas 

kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi 

kehidupan umat manusia. Peredaran obat terlarang narkotika masih tetap marak, 

bahkan akhir-akhir ini kejahatan peredaran narkotika semakin meningkat yang 

tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang–barang terlarang tersebut, 

belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran narkotika oleh 

jaringan pengedar narkotika internasional. 

 
 28 Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

 29 Murni Tukiman. (1987). Gambaran Fisik Korban Narkotika, (Bahan Ceramah), Kanwil 

Depsos DKI. 
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Perkembangan tingkat tindak pidana narkotika dalam peredarannya sudah 

sangat memperihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkotika hanya 

berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa 

di Republik ini yang bebas dari peredaran gelap obat terlarang itu. Bahkan 

pesantrenpun tidak lepas dari sasaran. Kalau dulu peredaran dan pecandu narkoba 

hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebarannya telah 

merambah kesegala penjuru strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat 

dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari 

anak muda hingga yang dewasa. 

C. Penyeludupan Narkotika 

Penyelundupan berasal dari kata selundup. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), kata selundup di artikan menyelundup, mennyuruk, masuk 

dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah). Sedangkan 

penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea 

masuk atau karena penyeludupan barang terlarang.30 Penyelundupan dapat 

diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk 

atau karena penyelundupan barang terlarang.31 

Sebuah perbuatan melanggar hukum bentuk penyelundupan dapat 

dilakukan pada sebuah bangunan penjara, atau melalui perbatasan wilayah suatu 

negara. Suatu kegiatan dianggap sebagai penyelundupan jika bertentangan dengan 

 
 30 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1989). Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), yang di Terbitkan. Jakarta: Balai Pustaka 

 31 Laden Marpaung. (1991). Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan. 

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. halaman 3 
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undang-undang atau peraturan yang berlaku di suatu negara.32 Penyelundupan 

didorong berbagai sebab termasuk perdagangan illegal, seperti narkoba. 

Memperhatikan perundang-undangan yang ada dengan kasus-kasus penyelundupan 

yang terjadi, maka penyelundupan-penyelundupan dapat terjadi dalam hal import 

dan eksport. Sedangkan terjadinya dapat melalui laut, darat, udara.33 

Penyelundupan Narkotika melanggar pasal 102 huruf (E) UU Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 

Tahun 2006 dan UU Nomor 11 Tahun 1996 tentang cukai sebagaimana telah diubah 

dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 jo pasal 113 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika. Dalam Pasal 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

yaitu: 

1) Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai 

barang impor dan terutang Bea Masuk. 

2) Barang yang telah dimuat atau akan dimuat di sarana pengangkut untuk 

dikeluarkan dari Daerah Pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan 

sebagai barang ekspor. 

3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan barang 

ekspor dalam hal dapat dibuktikan bahwa barang tersebut ditujukan untuk 

dibongkar di suatu tempat dalam Daerah Pabean. 

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terbukti telah merusak masa 

depan bangsa di negara manapun antara lain bisa merusak karakter manusia, 

 
 32 Wikipedia. Pengertian Penyelundupan. Diakses melalui https://id.wikipedia.org. Pada 

tanggal 9 Januari 2025 

 33 Baharudin Lopa. (1990). Tindak Pidana Ekonomi. Jakarta: Pradnya Paramitha, halaman 

100 
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merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka Panjang berpotensi 

besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena besarnya 

dampak kerusakan yang ditimbulkan, peredaran gelap narkoba digolongkan dalam 

kejahatan luarbiasa (extraordininary crime) dan serius (serious crime) terlebih 

peredaran gelap narkoba bersifat lintas negara (transnational) dan terorganisir 

(organized) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan 

serius dan mendesak. 

Peredaran Narkotika saat ini tidak lagi menjadi masalah yang sederhana 

untuk diselesaikan. Pihak-pihak penegak hukum, baik Kepolisian, Badan Narkotika 

Nasional, Kejaksaan, Pengadilan maupun Lembaga Pemasyarakatan Bersama 

dengan Pemerintah Indonesia kewalahan dalam menangani pesatnya laju persoalan 

Narkotika di Indonesia. Kota Medan termasuk Kota yang tingkat peredaran 

narkotikanya tinggi. Peran penting pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara resort 

kota medan dalam menangani peningkatan peredaran narkotika, terutama bagian 

satuan Narkoba Polretabes Medan.34 

Kepolisian memiliki peran sentral dalam proses penanggulangan kejahatan 

yang terjadi ditengah masyarakat. Dalam mengungkap suatu tindak kejahatan, 

satuan Reserse bertugas melakukan kegiatan berikut ini secara bertahap yaitu, 

penyelidikan, penyidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian, dan penyerahan 

ke kejaksaan. Sebagai aparat penyelidik dan penyidik Kepolisian, Polisi harus 

memberantas dan mengungkap setiap tindak pidana yang terjadi termasuklah 

kejahatan peredaran Narkotika. Tingkat tindak pidana narkotika di Kota Medan 

 
 34  Sembiring. (2018). Peran Satuan Narkoba Polrestabes Medan Dalam Memberantas 

Peredaran Narkoba Di Kota Medan. Tesis. Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana 

Universitas Medan Area Medan. Halaman 40 
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cukup tinggi. Ini disebabkan karena daerah Kota Medan merupakan tempat strategis 

peredaran narkotika. Daerah Kota Medan menjadi sasaran empuk aksi kejahatan 

ini, sebab peredarannya bisa melalui laut dan darat. Oleh karena itu diperlukan 

peran khusus dan sentral serta strategi yang benar-benar mapan dalam memberantas 

Narkoba.35 

Penegakan hukum dilapangan oleh Polisi merupakan kebijakan penegakan 

hukum dalam pencegahan kejahatan. Penegakan hukum yang dilakukan dengan 

pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh orang yang 

betul-betul ahli dibidangnya dan dalam penegakan hukum akan lebih baik jika 

penegakan hukum mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang 

ditanganinya.36 

Salah satu bagian yang terpenting dalam melakukan pemberantasan 

terhadap peredaran narkoba adalah Polsa Sumut, Satuan Narkoba Polrestabes 

Medan. Sat Narkoba Polrestabes Medan bertugas melaksanakan pembinaan fungsi 

penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan 

dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan 

penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan 

Narkoba.37 Arus globalisasi yang saat ini membuat jarak antar negara bukanlah 

suatu problematika lagi. Orang semakin mudah berhubungan dengan orang lain 

melalui perkembangan teknologi dan komunikasi. Salah satu perkembangan yang 

signifikan saat ini adalah transaksi jual beli secara online. 38 

 
 35 Ibid., halaman 41 

 36 Ibid., halaman 44 

 37 Ibid., halaman 41 

 38 M Syukran Yamin Lubis Jurnal Notarius 1 (1), 2022 ,Jual Beli Online Ditinjau Dari Hukum 
Islam 
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D. Peran Kepolisian  

      ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal 

yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi 

tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal 

fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang 

berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.39 

 Pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

berbunyi: Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan 

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada awalnya istilah 

polisi berasal dari Bahasa Yunani politeia yang berarti seluruh pemerintah negara 

kota. Van Vollenhoven memakai istilah politie meliputi organ-organ pemerintah 

yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan 

pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat 

menurut kewajiban masing-masing. Peran kepolisian, khususnya Kepolisian 

Negara Republik Indonesia (Polri), adalah menjaga keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, 

dan pelayanan kepada masyarakat. 

 
 39 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.  
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 Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Sedangkan di 

dalam menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahani asas-

asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan 

kerja yaitu sebagai berikut: 40 

1. Asas Legalitas, dalam melaksankan tugasnya sebgai penegak hukum wajib 

tunduk pada hukum. 

2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani 

permasalahan masyarakat. 

3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi 

mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan 

hukum di kalangan masyarakat.  

4. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada 

penindakan (represif) kepada masyarakat.  

5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan 

permasalahan yaang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang 

membelakangi. 

 Menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002, 

kepolisian mengalami banyak kendala karena berhadapan langsung dengan 

Masyarakat. Kepolisian terkadang merasakan hubungan yang kurang baik dengan 

masyarakat yang dilayaninya. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat 

merupakan hal yang sulit karena memerlukan proses komunikasi dan kontak sosial 

 
 40 Bisri Ilham. Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Persada. Jakarta, 2008 hal. 32.  
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serta kemauan masing-masing anggota polisi. Masyarakat masih mengharapkan 

peningkatan peran dan tugas polisi sebagai pengayom, pelindung dan pelayan 

masyarakat serta sebagai penegak hukum yang bersih. Kalau polisi sekarang 

sebagai aparat penegak hukum (yang menjalankan tugas/kekuasaan 

penyelidikan/penyidikan) dimasukkan dalam lingkungan kekuasaan pengadilan, 

diharapkan kepada kepolisian dalam hal ini sebagai penegak hukum haruslah 

mandiri dan lebih terintegrasi dalam suatu kesatuan sistem dengan aparat penegak 

hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana.  

 Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan 

tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, 

yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi 

peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah 

menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. 

Tugas utama kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Dengan ini 

nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan negara 

yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar negeri. 

Sedangkan dalam UU Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 

13 dijelaskan bahwasanya tugas pokok kepolisian adalah:  

1.  Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;  

2. Menegakan hukum; dan  

3. Memberikann perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

 Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 

2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan 
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keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.41 Sementara tugas pokok 

kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, 

dan pelayanan kepada masyarakat. 

 Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU 

Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut: 

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;  

2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat  

mengganggu ketertiban umum; 

3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;  

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa;  

5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian;  

6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 

dalam rangka pencegahan;  

7.  Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;  

8.  Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;  

9. Mencari keterangan dan barang bukti;  

10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;  

11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat;  

 
 41 Ibid  
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12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;  

13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 

 Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak 

penyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga 

ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi 

wewenang-wewenang. 

 



 

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Kota 

Medan   

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Kondisi geografis 

Sumatera Utara yang bertetangga langsung dengan Selat Malaka dan jalur 

Pelayaran internasional menciptakan kerawanan tersendiri bagi upaya 

penyelundupan narkotika. Garis pantai yang panjang, pulau-pulau kecil terluar, 

serta jaringan sungai yang membelah daratan memungkinkan sindikat 

menggunakan kapal-kapal kecil pada malam hari untuk memasukkan muatan 

narkotika ke wilayah pesisir tanpa terdeteksi patroli reguler. Dari pantai, kiriman 

tersebut diambil oleh nelayan lokal, kemudian dipecah menjadi kiriman-kiriman 

kecil untuk diselundupkan ke dalam kota—modifikasi strategi split shipment ini 

memanfaatkan minimnya pengawasan di pelabuhan kecil dan dermaga nelayan. 

Selain jalur laut, jalur darat dan udara turut dimanfaatkan sebagai alternatif 

distribusi. Rute Aceh–Riau–Medan memungkinkan sabu-sabu ditanam di dalam 

tangki bahan bakar kendaraan, sementara Bandara Kualanamu yang padat arus 

penerbangannya menjadi celah bagi paket narkotika yang dikirim lewat bagasi atau 

kargo. Penggunaan anjing pelacak dan X-ray di titik-titik utama memang berfungsi 

sebagai lapisan kontrol, namun aparat masih bergantung pada inspeksi acak dan 

razia mendadak di jalur sekunder, sehingga sindikat mampu beradaptasi dengan 

cepat. 

Faktor nya itu seperti pelaku, subjek, objek nya sebagai contoh: narkoba 

dalam Segi sosial nya, ekonomi, perilaku sosial, karena banyak masyarakat di kota 
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Medan ini menjadi tempat perdangangan narkoba yang aktif dan dapat memicu 

banyak orang untuk memperdagangkan narkoba, dan juga faktor lain sumut 

menjadi lintasan / pasar, adanya pemasukan dari Malaysia ke tanjung balai, dan 

juga narkoba menuju ke aceh lewat medan makanya medan menajdi lintasan, pekan 

baru, aspek geografis menjadi faktor utama. Penegakan hukum yg dilakukan oleh 

kepolisian sumut dikarenakan jumlah pelanggaran penyelundupan yang terjadi di 

medan ini sangat tinggi, makanya penindakan  nya juga berjalan sejalan dengan 

adanya tindak pidana itu, jadi distorat narkoba melalukan penindakan yg represif 

dikarenakan setelah adanya penyelidikan narkoba itu banyak terdapat si kota 

medan, jaringan-jaringan Juga banyak, seperti jaringan lokal, nasional, 

internasional. Makanya disini distorat Narkoba melalukan tindakan preventif dan 

agresif. Dalam tindak pidana di medan dalam satu bulan itu sangat besar antara 350 

lp (lembaga pemasyarakatan)  sampai dengan 500 lp perbulan, di kalikan pertahin 

bisa jadi 5.000 sampai dengan 6.000lp , sehingga sejalan dilakukan sebanyaknya 

informasi/pengaduan masyarakat mengenai narkoba di sumut makanya polisi 

bertindak, adanya laporan polisi, distorat narkoba melakukan tindakan 

penangkapan dengan jumlah tersangka yang banyak dan juga barang bukti yang 

banyak, makanya di sumut ini pengungkapan tinggi tindak pidana narkoba.42 

Di sisi permintaan, tingginya angka penyalahgunaan di Sumatera Utara—

termasuk 27% di antaranya adalah pelajar dan mahasiswa—menjadikan Medan 

pasar yang sangat menguntungkan. Selisih harga narkotika yang jauh lebih rendah 

di negara produsen dibanding harga jual di kota-kota besar Indonesia memberikan 

 
 42 Hasil wawancara dengan Aipa Hendra Susanto, S.H, selaku bagian dari Ba Bagbinopsnal 

Ditresnarkoba Polda Sumut, pada tanggal 15 april 2025, di Ditresnarkoba Polda Sumut 
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insentif finansial besar bagi para pelaku. Setiap kilogram sabu yang diselundupkan 

ke Medan dapat menghasilkan keuntungan puluhan juta rupiah, sehingga risiko 

denda administratif atau ancaman penjara sering dianggap sepadan dengan potensi 

penghasilan. 

Kerangka regulasi Indonesia sebenarnya sudah kuat dengan adanya UU 

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun praktik di lapangan menunjukkan 

adanya “zona abu-abu” antara sanksi administratif untuk komoditas impor dan 

sanksi pidana untuk narkotika. Banyak importir barang bekas—khususnya sepatu 

dan pakaian—yang hanya terkena sanksi Kemendag saat tidak mengantongi izin, 

sehingga ketika narkotika disembunyikan di antara muatan mereka, bukti awal 

inspeksi belum cukup untuk menjerat pelaku secara pidana. Keterbatasan peralatan 

deteksi di pelabuhan tikus dan bandara kecil memperparah celah ini. 

Struktur sindikat di Medan bersifat fleksibel dan terdesentralisasi, di mana 

sel-sel kecil beroperasi berdasarkan jaringan kepercayaan lokal. Jika salah satu sel 

dibongkar, sel lain segera mengubah rute dan modus operandi. Kepemimpinan 

tingkat atas sering berada di luar negeri, memanfaatkan perjanjian mutual legal 

assistance internasional untuk mengelola alur distribusi dan menghindari yurisdiksi 

nasional. Selain itu, mereka kerap menggunakan masyarakat lokal—yang kurang 

sadar hukum—untuk menjadi kurir atau penyimpan barang, menurunkan risiko 

deteksi aparat. 

Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah juga menjadi faktor 

pendukung. Stigma melaporkan tetangga atau rekan dianggap tabu, dan 

pengetahuan tentang bahaya serta sanksi narkotika belum merata. Banyak warga 

yang tidak memahami perbedaan antara jalur impor resmi dan ilegal, sehingga 
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tanpa sengaja mereka berperan dalam rantai distribusi. Minimnya edukasi berbasis 

partisipasi di sekolah dan komunitas membuat dampak preventif dari penegakan 

hukum kurang optimal. 

Akhirnya, kendala koordinasi antar-institusi penegak hukum menambah 

rumitnya pengungkapan jaringan. Meskipun Polri, BNN, Bea Cukai, TNI AL, dan 

Kejaksaan telah melakukan operasi bersama, perbedaan prosedur dan sistem 

informasi memperlambat aliran data intelijen. Joint operation yang telah berhasil 

mengungkap ribuan kasus harus terus ditingkatkan cakupannya, didukung oleh satu 

pusat komando terpadu yang mengintegrasikan informasi real-time dari semua 

lembaga. 

Secara keseluruhan, kombinasi faktor geografis, permintaan pasar, motivasi 

ekonomi, kelemahan regulasi, struktur sindikat yang adaptif, rendahnya kesadaran 

hukum masyarakat, serta lemahnya sinergi antarlembaga menciptakan situasi ideal 

bagi aktivitas penyelundupan narkotika di Kota Medan. Oleh karena itu, strategi 

pencegahan yang komprehensif—meliputi peningkatan teknologi deteksi, revisi 

regulasi untuk menutup celah administratif, program edukasi antinarkoba yang 

partisipatif, dan penguatan koordinasi lintas sektor—sangat penting untuk menekan 

laju tindak pidana ini. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor utama terjadinya 

tindak pidana penyelundupan narkotika di Kota Medan adalah ketersediaan jalur 

distribusi alternatif yang melewati pelabuhan–pelabuhan kecil dan sungai-sungai 

lokal. Pelaku memanfaatkan minimnya pengawasan—baik dari bea cukai maupun 

polisi di akses-akses ini untuk memecah muatan besar menjadi beberapa kiriman 

kecil, sehingga sulit terdeteksi oleh patroli rutin. Kondisi geografis Sumatera Utara 
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yang kaya jaringan sungai dan pantai mempermudah strategi “split shipment” 

semacam ini. 

Selain itu, permintaan pasar lokal yang tinggi turut mendorong para sindikat 

untuk terus beroperasi. Wawancara dengan narasumber mengungkapkan bahwa 

tren konsumsi sabu dan ganja di kalangan remaja perkotaan terus meningkat, 

sehingga distribusi narkotika tetap menggiurkan bagi pelaku kejahatan. Dengan 

potensi keuntungan finansial yang jauh melebihi risiko denda administratif atau 

proses peradilan, motivasi ekonomi menjadi pendorong kuat. 

Faktor lain adalah celah regulasi yang muncul dari perbedaan penanganan 

antara pelanggaran administratif (barang masuk tanpa izin) dan tindak pidana 

penyelundupan. Banyak importir barang bekas—terutama sepatu dan pakaian—

yang hanya terkena sanksi Kemendag jika tak mengantongi izin. Namun ketika 

narkotika diselundupkan bersama komoditas tersebut, pelaku kerap lolos dari 

tindak pidana karena belum ada bukti konkret saat inspeksi awal. Ambiguitas aturan 

ini menciptakan zona abu-abu yang dieksploitasi para penyelundup. 

Lebih jauh, kurangnya deteksi dini juga menjadi faktor penting. Di pintu 

masuk utama seperti bandara dan pelabuhan besar, alat pemeriksaan narkotika 

seringkali terbatas pada unit-unit inti, sementara personel di lapangan bergantung 

pada pemeriksaan selektif dan razia mendadak. Akibatnya, kontainer besar yang 

lalu-lalang di jalur formal memiliki peluang lolos lebih besar daripada kiriman kecil 

melalui jalur informal. 

Kemudian, struktur organisasi sindikat yang terdesentralisasi 

memungkinkan sindikat berskala kecil hingga menengah untuk beroperasi secara 

independen, tanpa tergantung pada jaringan besar. Model ini memudahkan mereka 
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untuk mengganti rute dan modus operandi dengan cepat jika ada operasi penegakan, 

sehingga mempersulit upaya polisi untuk memetakan seluruh rantai distribusi. 

Aspek kurangnya kesadaran hukum masyarakat juga bersinggungan dengan 

faktor terjadinya penyelundupan. Banyak warga yang membeli barang-barang 

impor bekas tanpa mengetahui apakah barang tersebut legal atau tidak. Ketika 

narkotika diselundupkan bersama, konsumen akhirnya tak menyadari telah 

berperan dalam rantai pidana. Kurangnya edukasi publik ini turut menjadi faktor 

tidak langsung. 

Terakhir, insentif ekonomi lokal seperti penyewaan gudang dan lapak 

penjualan barang impor bekas membentuk ekosistem tersendiri yang seringkali tak 

memeriksa latar belakang barang. Para pengusaha kecil cenderung fokus pada 

margin keuntungan, sehingga minimal riset atau pengecekan dokumen. Keadaan ini 

menciptakan “zona aman” di mana narkotika dapat disamarkan sebagai komoditas 

biasa. 

Secara keseluruhan, kombinasi antara faktor geografis, ekonomi, regulasi, 

organisasi sindikat, dan kesadaran hukum publik menjelaskan tingginya potensi 

terjadinya tindak pidana penyelundupan narkotika di Kota Medan. Pemahaman 

menyeluruh tentang faktor-faktor ini menjadi kunci untuk merancang intervensi 

pencegahan yang efektif. 

Hukum digunakan sebagai sarana untuk menentukan arah, tujuan, dan 

pelaksanaan pembangunan yang adil. Dengan kata lain, hukum digunakan baik 

sebagai alat untuk pembangunan maupun sebagai alat kontrol untuk memastikan 

bahwa pembangunan dilaksanakan secara adil. Fungsi hukum dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan yang digariskan dalam konstitusi, yaitu melindungi segenap 
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bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang beraneka ragam.43 

Untuk itu, setiap kejahatan harus diikuti dengan hukum pidana tanpa kompromi 

atau negosiasi dan ketika seseorang melakukan kejahatan, mereka harus menerima 

hukuman akibat perbuatannya. Penyalahgunaan narkoba adalah masalah kompleks 

yang mempengaruhi orang-orang dari semua lapisan masyarakat, termasuk 

individu yang berpendidikan, pengusaha, pejabat pemerintah, dan petugas penegak 

hukum. Hal ini tidak terbatas pada populasi yang tidak berpendidikan atau anak-

anak sekolah. Secara defenisi “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari 

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang- 

undang ini.” 44 

Terdapat 2 faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika yakni faktor yang berasal dari dalam diri (internal) pelaku dan faktor 

eksternal. 

a. Faktor internal (dari diri pelaku), seperti kontrol diri yang tidak kuat atau dapat 

dikatan lemah. Kontrol diri yang lemah sering kali disebabkan oleh 

ketidakmampuan seseorang untuk membedakan antara perilaku yang dapat 

diterima dan tidak dapat diterima karena kurangnya pengetahuan. Hal ini sering 

kali disebabkan oleh terbatasnya informasi yang tersedia bagi remaja, sehingga 

mereka tidak dapat mengambil keputusan yang tepat dan pada akhirnya 

 
 43 Saleh Muliadi, ‘Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan’, Fiat 

Justitia:Jurnal Ilmu Hukum, 6.1 (2012), 1- 11. Hal. 2  

 44 Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, n.d.  
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menyebabkan kurangnya kontrol diri. Akibatnya, individu menjadi lebih rentan 

terhadap pengaruh negatif dan mungkin terlibat dalam perilaku berbahaya 

seperti penyalahgunaan narkoba.  

b. Faktor eksternal (diluar diri pelaku). Lingkungan menjadi salah-satu faktor 

penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mana dapat 

memberikan pengaruh pada terbentuknya perilaku seseorang. Lingkungan 

pergaulan yang bebas seringkali mempengaruhi penyimpangan perilaku 

seseorang, karena masyarakat berinteraksi dengan individu yang memiliki 

karakter yang berbeda-beda. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka 

adalah pihak yang menyediakan sarana untuk terjadinya kejahatan, sehingga 

kontrol masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga interaksi sosial yang baik.  

c. Faktor rendahnya pendidikan juga sangat mempengarui terjadinya tindakan 

kejahatan narkoba. melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi 

ditemukan bahwa narapida narkoba lembaga pemasyarakatan kelas II A 

bukittinggi memiliki pendidikan rendah. Rendahnya pendidikan narapida 

tersebut tidak terlepas dari rendahnya perekonomian sehingga mengharuskan 

untuk berkerja dan tidak bisa melanjutkan pendidikan. hal ini selanjutnya 

mendorong mereka untuk bekerja menjadi pengedar dan pemakai Narkoba. 

d. Keluarga merupakan peletak dasar dari kepribadian seseorang. kelurga berfungsi 

sebagai pembentuk karakter dan sikap seorang anak karena keluarga merupakan 

lingkunagan pertama yang ditemui oleh seorang anak untuk tumbuh dan 

berkembang. Data yang ditemukan dalam tindakan pidana penyalahgunaan 

narkoba di medan diakibatkan oleh hubungan yang tidak harmonis dalam 
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keluarga. kurangya kasih sayang dari orang tua sangat memicu seorang anak 

terjerumus dalam mencari pelampiasan lain seperti narkoba. 

e. Faktor Penasaran dan Coba-coba Anak yang pada awalnya memiliki rasa ingin 

tahu apa itu narkotika sehingga membuat mereka melakukan sesuatu yang 

menyimpang dan seharusnya tidak mereka lakukan, dikarenakan rasa penasaran 

atau ingin tahu itu pada akhirnya mereka mencoba menggunakan narkotika 

tersebut yang menyebabkan mereka menjadi seorang pemakai dan tanpa disadari 

menjadikan ketergantungan terhadap narkotika. Pada masa-masa seperti ini 

terjadi ketidakstabilan emosi dari si anak yang biasa dimanfaatkan oleh oknum 

yang tidak bertanggung jawab, yang dimana rasa penasaran anak yang besar 

menyebabkan anak rentan terjerumus pada penyalahgunaan narkotika. 

f. Pendidikan menjadi salah satu faktor penyebab yang juga berpengaruh terhadap 

anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, hal itu dikarenakan 

jarangnya sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan 

narkotika, dalam pendidikan dari jenjang SD sampai dengan SMA. Sosialisasi 

seharusnya digencarkan dari tingkat SD dan khususnya pada tingkat SMA.  

g. Faktor Media Sosial Media sosial juga berpengaruh terhadap perkembangan 

anak, tontonan mereka yang merupakan adanya konten negatif menimbulkan 

hal-hal negatif yang menjadikan anak berfikir untuk melakukan tinakan-

tindakan kejahatan. Semua orang saat ini dapat mengakses segala informasi 

dengan mudah dimanapun dan kapanpun mereka suka, sehingga penyebaran 

narkotika susah untuk diatasi. Hampir seluruh orang-orang bisa dengan mudah 

memperoleh narkotika dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. 
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Secara khusus diuraikan bahwa penyalahgunaan narkoba dalam dosis tinggi 

beresiko pada kerusakan pada susunan syaraf otak secara permanen.45 Lebih 

bahaya lagi jika pengunaan tidak disertai dengan resep dokter yang bisa 

berdampak pada kematian. Kerusakan pada syaraf otak yang disebabkan oleh 

penyalah gunaan obat karena zat aktif dan merusak susunan syaraf.46 Susunan 

syaraf merupakan bagian tubuh yang dipakai untuk berfikir, bereaksi dan 

mengatur gerak beberapa bagian tubuh lainya. Apalagi beberapa zat psikotropika 

dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik dikenal dengan istilah adiksi dan 

ketergantungan psikis yang disebut habituasi. Hasil Penelitian dalam wawancara 

mendapatkan total kasus narkoba dari Tahun 2023-2025 yaitu: 47 

 
 

 
 
 
 

 
 45 Ma’sum. (2003), “Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Bahaya Ketergantungan 

Obat”, Jakarta: CV Mas Agung.  

 46 Sitanggang. (1999), “Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika”, Jarkata: 

Karya Utama.  
 47 Hasil wawancara dengan Aipa Hendra Susanto, S.H, selaku bagian dari Ba Bagbinopsnal 

Ditresnarkoba Polda Sumut, pada tanggal 15 april 2025, di Ditresnarkoba Polda Sumut 
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Tabel A.1 Kasus Narkoba Tahun 2023  
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Tabel A.2 Kasus Narkoba Tahun 2024 
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Tabel A.3 Kasus Narkoba Tahun 2025  
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B. Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum 

Penyelundupan Narkotika di Kota Medan 

Kepolisian Daerah Sumatera Utara memegang peranan sentral dalam upaya 

pemberantasan penyelundupan narkotika, dimulai dari fase penyelidikan. Tim 

Subdit Narkoba secara rutin melakukan intelijen di pelabuhan kecil serta titik transit 

barang impor bekas. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi melalui network 

policing—menghubungkan petugas patroli, anggota bea cukai, dan informan 

lapangan—untuk memetakan jalur masuk narkotika. 

Pada tahap penangkapan, Polda Sumut mengoperasikan unit patrol laut dan 

busu darat untuk melakukan razia mendadak (“stop and search”) di jalur-jalur yang 

dicurigai. Kecepatan respons dan kemampuan taktis tim dalam melaksanakan 

operasi mendadak berperan besar dalam keberhasilan seizing barang bukti. Studi 

lapangan mencatat bahwa keberhasilan operasi diukur tidak hanya dari jumlah 

barang bukti, tetapi juga kualitas data tersangka dan jaringan sindikat yang berhasil 

diungkap. 

Selanjutnya, peran Polda Sumut berlanjut ke fase penyidikan. Tim penyidik 

mengumpulkan bukti fisik dan dokumen pendukung—termasuk hasil uji 

laboratorium narkotika, rekaman interogasi, dan risalah pemeriksaan. Koordinasi 

dengan Kejaksaan Tinggi Sumut di tahap ini penting agar berkas perkara memenuhi 

dokumen syarat formil dan materil. Kekuatan penuntutan sering kali bergantung 

pada kelengkapan data yang diserahkan oleh penyidik Polri. 

Di ranah koordinasi lintas instansi, Polda Sumut menjalin kerja sama formal 

dengan Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan untuk berbagi intelijen dan 

menjadwalkan operasi terpadu. Melalui forum koordinasi teknis, tiga instansi 
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tersebut menyusun SOP bersama untuk operasi gabungan di pelabuhan besar. Peran 

kepolisian sebagai leading sector dalam aspek pidana memastikan bahwa semua 

temuan bea cukai dapat diolah lanjut menjadi kasus pidana. 

Lebih jauh, Polda Sumut juga bertanggung jawab atas pencegahan melalui 

kegiatan penyuluhan. Polisi menyasar komunitas pelaku usaha logistik dan pelajar 

untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang perbedaan pelanggaran 

administratif dan pidana. Program ini dilaksanakan dalam bentuk seminar, diskusi 

publik, dan media sosial, sehingga meminimalkan peluang kesalahan presepsi 

publik. 

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) yang di dalamnya 

mengatur sanksi dan hukumannya, dengan dikelurkannya Undang-undang 

disebutkan maka kepolisian diharapkan mampu menanggulangi tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Indonesia . Meskipun penegakan hukum 

sudah dilakukan oleh aparat Kepolisian, namun pada kenyataannya tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika di indonsia masih saja terjadi.  

Tindak pidana narkotika telah berada pada tingkat yang membahayakan 

kesehatan, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi 

kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu sendisendi 

keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang 

adil dan makmur seperti yang dicitacitakan dalam tujuan negara yang tercantum 

pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Bisnis narkotika dan 

prekursor narkotika tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling menggiurkan 

keuntungannya dan bukan suatu hal yang aneh apabila penjualan narkotika dan 
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prekursor narkotika selalu meningkat setiap tahunnya yang berbanding hampir 

sama dengan pencucian uang dari bisnis narkotika dan prekursor narkotika. Artinya 

adalah bahwa penanganan terhadap kasus tindak pidana narkotika dan prekursor 

narkotika wajib mendapatkan perhatian khusus dari para aparat penegak hukum.  

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya 

disebut KUHP, dikenal dengan istilah “stratbaar feit”. Istilah strafbaar feit dalam 

bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yaitu tindak pidana, delik, 

peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Menurut 

Kanter dan Sianturi, Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan 

keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh 

undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh 

seseorang (mampu bertanggung jawab). Moeljatno mendefenisikan perbuatan 

pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana 

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang 

melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah 

perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja 

dalam saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu 

keadaan atau kejadian yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak 

ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.  

Peran kepolisian tidak lepas dari pendampingan hukum terhadap korban 

penyalahgunaan narkotika dan saksi kunci. Anggota Subdit Narkoba memberikan 

jaminan perlindungan saksi, termasuk kerahasiaan identitas, untuk menjamin 

keterbukaan informasi. Hal ini memperkuat sistem penegakan hukum dengan 

memfasilitasi aliran data dari masyarakat ke aparat. 
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Penyalahgunaan narkotika atau NAPZA adalah Lihat pada UU No. 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika yang parah dan sering dianggap sebagai penyakit. Orang 

menggunakan bahkan mencandu narkotikakarena adanya sensasi psikologis berupa 

perasaan menyenangkan yang muncul setelahnya.  Faktnya, semua zat yang masuk 

ketubuh manusia akan diproses secara fisiologis sebelum akhirnya dinilai oleh otak: 

enak atau tidak nyaman. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, mestinya penyalahgunaan narkotika merupakan suatu “perbuatan 

pidana” yang berimplikasi terhadap pemberian sanksi pidana bagi pelakunya. 

Namun, khusus untuk penyalahgunaan narkotika, di perlukan suatu kebijakan 

hukum pidana yang memosisikan penyalhguna narkotika sebagai korban bukan 

pelaku kejahatan.  

Peranan kepolisian diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 

Tahun 2002 tentang Polri. Sedangkan tugas kepolisian diatur dalam Pasal 13 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang menyebutkan bahwa tugas 

pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:  

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;  

2. menegakkan hukum; dan  

3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat.  

 Menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas preventif dilaksanakan 

dengan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman dan pelayanan 

kepada masyarakat. Sedangkan Tugas represif, adalah mengadakan penyidikan atas 

kejahatan menurut ketentuan undang-undang.  
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 Meskipun penegakan hukum sudah dilakukan oleh aparat Kepolisian, 

namun pada kenyataannya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia 

masih saja terjadi. Salah satu contohnya dapat kita lihat seperti tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika yang ada di wilayah Kota Mataram provinsi Nusa 

Tenggara Barat, sampai saat ini tampaknya masih juga belum dapat ditekan secara 

maksimal, karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang ada di Kota Medan 

dari tahun-ketahun masih saja terjadi secara terus-menerus bahkan mengalami 

peningkatan. 

Secara struktural, Polda Sumut menetapkan unit khusus anti-penyelundupan 

di bawah Ditresnarkoba. Unit ini mengembangkan teknik forensik digital untuk 

memantau transaksi daring dan pola distribusi narkotika. Kemampuan analisis big 

data turut meningkatkan efektivitas identifikasi jaringan sindikat. 

Polda Sumut juga mengambil peran dalam evaluasi kebijakan. Hasil operasi 

dan penyidikan dianalisis untuk memberikan masukan pada pembaharuan regulasi, 

termasuk usulan revisi undang-undang terkait pasal penyelundupan. Dengan 

demikian, peran kepolisian tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga strategis 

dalam merumuskan kebijakan penegakan di tingkat pusat. 

Penyalahgunaan narkoba menjadi masalah yang sangat kompleks yang 

memerlukan upaya penanggulangan secara komperhensif dengan melibatkan 

kerjasama multi disipliner, multisektor dan peran masyarakat secara aktif dan 

dilaksanakan berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Penyalahgunaan 

narkoba dimulai rata-rata di usia remaja dan berlanjut pada dewasa muda. 

Ironisnya, tidak hanya di kalangan dewasa saja narkoba begitu dikenal dan 
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dikonsumsi, tetapi di kalangan remaja dan anak di bawah umur juga, untuk itu 

sangat penting peran dari kepolisian dalam mengani kasus narkotika ini.  

Satuan Reserse Narkoba merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok 

yang berada di bawah Kapolres. Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan, 

penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkotika berikut prekursornya, serta pembinaan dan 

penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan 

Narkoba yang dipimpin lansung oleh Kasat Res Narkoba yang bertanggung jawab 

kepada Kapolres. pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan 

tindak pidana penyalahgunan Narkoba yang dilakukan Satresnarkoba Polres aceh 

timur, dan dalam penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji 

efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba yang dalam pelaksanaanya dibantu 

oleh Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan 

dan penyidikan tindak pidana Narkoba, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka 

pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba serta menganalisis 

penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba. 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam ketentuan 

Pasal 81 memberikan penjelasan tentang penyidikan yakni Penyidik Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) 

berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan undang-undang ini. Pasal 84 

ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan 

penjelasan tentang perlunya kordinasi secara kelembagaan dalam hal penyidikan 
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tindak pidana narkotika. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan 

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian 

Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan 

kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya. 

Timbal balik hubungan antar narkoba dan kejahatan menciptakan suatu 

penyebab terjadinya suatu tindak pidana. Penggunaan narkoba dapat melemahkan 

bahkan melumpuhkan psikis yang mampu mengakibatkan hilangnya kemampuan 

manusia berpresepsi terhadap suatu hal (menghilangkan kemampuan 

berkonsentrasi dan dalam kemampuan pengambilan keputusan). Unsur penegak 

hukum yang ada di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) 

penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum 

secara professional dengan memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba.  

Penyelidikan terhadap kasus narkotika dilakukan dengan cara-cara yang 

diatur secara teknis, baik melalui mesukan informan dari masyarakat, pengamatan, 

pembuntutan, penyadapan, masuk dalam kelompok jaringan, control delivery dan 

under cover buy, jika hasil dari penyelidikan memberikan adannya dugaan keras 

tentang adannya tindak pidana, kemudian diteruskan dengan penyidikan oleh 

penyidik. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan secara 

tertulis dimulainnya penyidikan kepada Penyidik BNN begitu juga sebaliknya.   

Penyelidikan bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri, melaikan 

merupakan subfungsi dan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan 

(yang di lingkungan Polda dikenal sebagai kegiatan reserse) yaitu suatu metode 
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yang mendahului tindakan upaya paksa yang dilakukan dalam penyelidikan seperti 

penangkapan, penahanan, penyitaan, pemanggilan, dan lain-lain.   

Peran Polda terhadap pengungkapan dan pemberantasan tindak pidana 

narkotika pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana, sesuai dengan 

sumber dan ruang lingkup wewenang Polri, maka dalam merumuskan bentuk-

bentuk wewenangnya sebaiknya ditinjau dari rumusan tugas-tugas yang secara 

universal dapat dikelompokan dalam tugas kepolisian preventif dan tugas 

kepolisian represif, baik yang bersifat non justisial maupun justisial. Peran penting 

pihak Kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait narkoba 

harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut tetap meningkat, 

terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat menjadi indikator 

meningkatnya kerja Polri dalam memburu sindikat peredaran narkoba, akan tetapi 

di sisi lain dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah 

dalam menghadapi peredaran tersebut. Sama halnya dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur menganai perlindungan hukum bagi saksi 

dan korban melalui lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), yang bertujuan 

untuk memberikan rasa aman dalam proses peradilan pidana,  maka pegadaian juga 

harus memberikan perlindungan hukum kepada saksi sekaligus korban yang akan 

di mintai keterangan di pengadilan. 

Peran Polda terhadap pengungkapan kejahatan pada hakikatnya merupakan 

fungsionalisasi hukum pidana, artinya fungsionalisasi memegang peranan penting 

dalam suatu penegakan hukum, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa 

fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan 

terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan 
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operasionalisasi atau konkretitasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan 

penegakan hukum.    

Pengungkapan kejahatan secara represif merupakan tindakan pemberantasan 

dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam 

sistem peradilan pidana (crimal justice system) sebagai bahagian dari 

penanggulangan kejahatan, hal yang paling mendasar dalam pengungkapan tindak 

pidana peredaran gelap Narkotika diarahkan pada dapat dipidananya perbuatan 

pelaku (de strafbaarheid van het feit atau het verboden zijr van het feit) dengan 

menggunakan perangkat hukum yang diatur KUH Pidana,  artinya bahwa 

penggunaan KUH Pidana merupaka penjabaran dari asas legalitas yang dianut 

dalam hukum pidana yakni “nullum delictum, nulla poena, sine pravia lege poenali” 

Penyalahgunaan narkotika diangggap cukup mendesak sehingga mendorong 

lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan 

dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang kemudian 

direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika. Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman 

atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila 

narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan danpengawasan yang seksama 

dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. 

Hasil Penelitian dalam wawancara mendapatkan data kasus narkoba dari 

Tahun 2023-2025 yaitu:  
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Tabel B.1 Data Kasus Narkoba Tahun 2023  
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Tabel B.2 Data Kasus Narkoba Tahun 2024  
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Tabel B.3 Data Kasus Narkoba Tahun 2025  
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C. Kendala dan Upaya Kepolisian Daerah Sumut Dalam Penegakkan 

Hukum Penyelundupan Narkotika di Kota Medan  

Dalam pelaksanaan tugas, Polda Sumut menghadapi kendala sumber daya 

manusia. Jumlah penyidik dan petugas patroli terbatas, sementara beban kasus terus 

bertambah. Hal ini memaksa penugasan shift yang padat, kadang menyebabkan 

keterlambatan respons terhadap intelijen baru. Keterbatasan SDM menjadi 

tantangan utama dalam menjaga konsistensi operasi lapangan. 

Kendala berikutnya adalah sarana prasarana yang belum memadai. Kapal 

patroli laut berkapasitas kecil dan usia armada yang sudah tua menghambat 

kemampuan untuk menjangkau jalur air terpencil. Di bandara dan pelabuhan besar, 

ketersediaan alat deteksi narkotika portabel baru tersebar di kantor pusat, sehingga 

petugas di lapangan sering bergantung pada metode manual. 

Dari sisi birokrasi, terdapat prosedur koordinasi yang panjang antara Polri, 

Bea Cukai, dan Kemendag. Proses pengesahan operasi gabungan memerlukan rapat 

berjenjang dan perizinan yang terkadang memakan waktu hingga beberapa hari. 

Dalam konteks kejahatan terorganisir, jeda waktu ini memberi peluang pelaku 

untuk memindah atau menghancurkan bukti. 

Kesulitan lain muncul pada kurangnya data terpadu. Arsip putusan 

pengadilan dan laporan media tidak tersentralisasi sehingga penyidik perlu 

menggali informasi secara manual melalui internet atau permintaan resmi ke 

pengadilan. Proses verifikasi ini memakan waktu dan menunda penyusunan latar 

belakang kasus, yang berpengaruh pada kualitas analisis yuridis. 

Di lapangan, ketidakpastian hukum terkait definisi “tanpa izin” versus 

“penyelundupan pidana” menimbulkan kebingungan di kalangan petugas. 
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Beberapa petugas enggan mengambil risiko menetapkan pasal pidana jika bukti 

administratif belum lengkap, sehingga kasus yang sebenarnya layak diproses 

pidana justru dihentikan pada ranah administratif. 

Untuk mengatasi kendala tersebut, Polda Sumut telah meluncurkan program 

rekrutmen dan pelatihan tambahan bagi penyidik baru, khususnya dalam teknik 

forensik narkotika dan prosedur SOP terpadu. Pelatihan intensif ini meliputi 

simulasi operasi di pelabuhan kecil, teknik wawancara intelijen, dan penggunaan 

alat portabel. 

Upaya lain adalah pengadaan dan modernisasi sarana. Polda mengajukan 

anggaran penggantian kapal patroli laut dan pembelian detektor narkotika portabel 

untuk tim razia. Rencana jangka panjang mencakup integrasi sistem informasi real-

time, sehingga data hasil razia dan penindakan dapat diakses oleh semua instansi 

terkait secara simultan. 

Terakhir, Polda Sumut berinisiatif menyusun protokol operasi cepat (rapid 

deployment) yang meminimalkan waktu koordinasi. Protokol ini memberi 

wewenang terbatas kepada unit Subdit Narkoba untuk memanggil tim bea cukai 

dan petugas Kemendag dalam waktu 24 jam, tanpa menunggu proses rapat formal. 

Upaya ini diharapkan meningkatkan kecepatan respon di lapangan dan menutup 

celah operasional pelaku penyelundupan.  

Pelaksanaan dari undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika 

masih kurang efektif hal ini tidak terlepas dari kinerja Badan Narkotika Nasional 

karena maraknya penyalahgunaan narkoba khususnya di sumatera utara yang 

semakin meningkat dari tahun ke tahun. Maraknya penyalahgunaan barang haram 

ini tidak hanya bisa di hentikan oleh satu atau dua orang saja melainkan seluruh 
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masyarakat beserta Badan Narkotika Nasional guna menegakkan regulasi yang ada. 

Undang undang ini sangat tepat di keluarkan guna menjerat orang orang perusak 

generasi masa muda saat ini. Fungsi BNN harus mendapat dorongan masyarakat 

agar bisa berjalannya proses hukum dalam penyalahgunaan obat terlarang. 

BNN memiliki kewenangan memberikan pembinaan kepada masyarakat 

tentang bahaya narkotika, mendorong dan menggugah kesadaran masyarakat untuk 

tidak mengkonsumsi narkotika, serta membangktikan peran aktif serta kepedulian 

masyarakat untuk memerangi narkotika. BNN sebagai lembaga independen 

diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam 

menumpas kejahatan narkotika. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba 

merupakan masalah serius yang mengancam keamanan, kesehatan, dan 

kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk di provinsi sumatera utara. 

Menurut data yang terus berkembang jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di 

wilayah sumatera utara terus meningkat dari tahun ke tahun. Dampak negative dari 

penyalahgunaan narkoba tidak hanya di rasakan oleh individu yang langsung 

terlibat tetapi juga oleh keluarga, lingkungan, dan masyarakat secara luas.Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan 

lembaga yang memilik peran strategis. Di tingkat provinsi, BNN sumatera utara 

menjadi garda terdepan dalam melakukan berbagai upaya penindakan, pencegahan, 

serta edukasi terkait narkoba.  

Penyelidikan terhadap kasus narkotika dilakukan dengan cara-cara yang 

diatur secara teknis, baik melalui mesukan informan dari masyarakat, pengamatan, 

pembuntutan, penyadapan, masuk dalam kelompok jaringan, control delivery dan 

under cover buy, jika hasil dari penyelidikan memberikan adannya dugaan keras 
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tentang adannya tindak pidana, kemudian diteruskan dengan penyidikan oleh 

penyidik. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan secara 

tertulis dimulainnya penyidikan kepada Penyidik BNN begitu juga sebaliknya.  

Setelah berakhirnya tindakan penyelidikan, maka dilanjutkan dengan proses 

penyidikan. Proses penyidikan dilakukan agar membuat terang suatu peristiwa 

pidana dan pada saat melakukan penyidikan. Polri diberikan wewenang yang diatur 

dalam Pasal 15 Ayat 1 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

yaitu:  

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;  

2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga Masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum;  

3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;  

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa;  

5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian; 

6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 

kepolisian dalam rangka pencegahan;  

7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;  

8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; i) 

mencari keterangan dan barang bukti;  

9. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;  
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10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat;  

11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;  

12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu 

Peran penting pihak Kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus 

kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus 

tersebut tetap meningkat, terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat 

menjadi indikator meningkatnya kerja Polri dalam memburu sindikat peredaran 

narkoba, akan tetapi di sisi lain dapat memberi petunjuk betapa kebijakan 

pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran tersebut. Maka dari itu 

walaupun Indonesia memiliki Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang 

Psikotropika dan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tetapi 

masalah tindak pidana kejahatan narkotika belum dapat diselesaikan dengan tuntas.  

Upaya rehabilitasi dalam pencegahan narkoba adalah strategi yang efektif 

dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi adalah proses 

penyembuhan dan perawatan bagi pengguna narkoba yang bertujuan untuk 

membantu mereka mengatasi ketergantungan narkoba, memulihkan kesehatan fisik 

dan psikologis, serta membantu mereka agar dapat kembali hidup normal dan 

produktif di masyarakat.Upaya rehabilitasi dapat dilakukan melalui beberapa 

program, seperti program rehabilitasi inpatient atau rawat inap, program rehabilitasi 

outpatient atau rawat jalan, dan program rehabilitasi komunitas. 

Kepolisian sebagai penegak hukum mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam 
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hal ini peranan kepolisian yang dimaksud bukanlah sebagai seorang penyidik, akan 

tetapi sebagai polisi yang bersifat memberikan pengayoman dan pembinaan serta 

sebagai penegak hukum terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika dan 

psikotropika di dalam kehidupan masyarakat. Peran-peranan tersebut meliputi dua 

strategi, yaitu: 

1. Strategi bidang pencegahan Strategi ini merupakan pencegahan umum 

(general preventive) atau dapat dikatakan sebagai peranan kepolisian non 

penal, karena dalam melaksanakan strategi tersebut sama sekali tidak 

berhubungan dengan proses peradilan. Strategi ini dilakukan di luar proses 

peradilan. Strategi di bidang pencegahan ini dilakukan oleh kepolisian 

yang bekerja sama dengan BNN, dimana dalam strategi ini dilakukan 

dalam beberapa tahap di dalam masyarakat yang dimulai dari tingkatan 

yang paling rendah yaitu keluarga hingga ke tingkat yang paling tinggi 

yaitu masyarakat.  

2. Strategi bidang laboratorium terapi dan rehabilitasi Dalam strategi bidang 

ini termasuk dalam bidang penal atau masih dalam proses peradilan, 

karena untuk menentukan seseorang yang telah terlanjur menjadi 

pengguna narkotika untuk diterapi dan direhabilitasi memerlukan 

keputusan hakim, dan dalam proses rehabilitasi pun dilaksanakan dalam 

lembaga pemasyarakatan. Dalam bidang ini kepolisian bekerja sama 

dengan BNN, lembaga pemasyarakatan, pihak rumah sakit khusus untuk 

laboratorium terapi dan rehabilitasi narkotika untuk melakukan terapi dan 

rehabilitasi terhadap penyalagunaan narkotika. Tujuan dari strategi adalah 

mengobati para pengguna narkotika dengan cara pengobatan secara medis, 
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sosial, untuk mencegah ketergantungan yang dapat mengarahkan 

pengguna menjadi pengedar. 

 Dalam menjalankan tugas sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia 

untuk mencegah peredaran gelap narkotika, terdapat beberapa hambatan yang 

seringkali dihadapi oleh pihak Kepolisian yakni: 

1. Masyarakat yang Menutupi Adanya Kejahatan Narkotika Hal ini tentu 

menjadi kendala utama yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam 

mencegah peredaran gelap narkotika, karena Kepolisian Resor sendiri 

ingin memberantas peredaran narkotika yang terjadi sesuai dengan tugas 

yang sudah ditentukan Pasal 15 ayat 1 huruf c UU Kepolisian RI. 

Masyarakat yang menutupi adanya tindakan penyalahgunaan narkotika 

cenderung berpikir bahwa ia takut jika nanti terancam jika melaporkan 

kegiatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan, hal tersebut membuat 

para pengguna menjadi lebih merajalela dan merasa bahwa apa yang dia 

lakukan itu merupakan hal yang benar. Padahal hal tersebut tidak sesuai 

dengan apa yang sudah dipahami oleh masyarakat, apabila masyarakat 

tersebut melaporkan perihal adanya penyalahgunaan narkotika, maka 

identitas masyarakat tersebut akan di rahasiakan. Terkait dengan faktor 

masyarakat tersebut, maka ini sejalan dengan pandangan Soerjono 

Soekanto terkait dengan teori efektivitas hukum, bahwa masyarakat 

merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan menjadi determinan 

tegaknya hukum. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan 

untuk mencapai ketertiban di dalam masyarakat. Yang dimaksud di sini 

adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-
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undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Sehingga dalam hal ini 

apabila masyarakat atau lingkungan sekitar tidak mendukung upaya 

pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, maka upaya 

Polres juga tidak akan optimal. 

2. Jaringan Pengguna dan Pengedar yang Tersembunyi Salah satu hambatan 

bagi Kepolisian Resor adalah kesulitan untuk menggambar garis besar 

perihal siapakah pengedar yang berkuasa dalam mengedarkan barang 

haram tersebut. Seringkali ketika pihak kepolisian mendapatkan pengguna 

yang memakai narkotika, sulit untuk mencari dari siapa dia mendapat 

barang haram tersebut. Terkadang, identitas yang didapat dari pengguna 

juga tidak valid karena para pengedar yang tidak pernah mengungkap 

identitasnya secara mudah kepada para pembeli/pemakai dari narkotika 

tersebut. Terhadap faktor di atas, upaya-upaya pre-emtif dan preventif 

menjadi sangat penting untuk dioptimalkan. Sebab pada tingkat keluarga, 

pemahaman dan edukasi mengenai bahaya narkotika menjadi sangat 

penting guna membantu terjadinya penyalahgunaan narkotika. 

Keterbatasan dan kesulitan aparat kepolisian untuk mengungkap bandar 

narkotika tersebut memperlihatkan bahwa kerjasama seluruh lapisan 

masyarakat sangat diperlukan. Sebab masyarakat dapat melaporkan 

apabila terjadi transaksi-transaksi mencurigakan yang mengindikasikan 

telah terjadi proses jual beli narkotika. 

3. Perkembangan Media Sosial Dengan adanya perkembangan media sosial 

seperti sekarang membuat pengedar menjadi lebih mudah untuk 

membujuk generasi muda untuk mencoba narkotika dan menawarkan 
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pekerjaan sebagai pengedar narkotika (Wirogioto, 2022). Pihak Kepolisian 

mengungkapkan jika mudahnya berkomunikasi di era modern seperti saat 

ini dengan sosial media membuat peredaran narkotika menjadi lebih pesat 

dan susah untuk dilacak. Menurut Soerjono Soekanto, faktor ini berkaitan 

dengan sarana dan fasilitas. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat 

dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya 

terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung 

tenaga manusia yang terampil dan teknologi yang memadai (Siregar, 

2018). Artinya bahwa keterbatasan untuk melacak pengedar narkotika 

sebagaimana disebutkan di atas dapat diupayakan solusinya dengan 

membekali aparat penegak hukum kemampuan-kemampuan dalam hal 

pelacakan atau seni keamanan jaringan komputer. Oleh karena hal tersebut 

masuk ke dalam ranah cyber, maka kepolisian sebenarnya juga sudah 

mempunyai tenaga atau sumber daya manusia yang secara khusus 

menangani terkait dengan cyber, sehingga optimalisasi-optimalisasi aparat 

penegak hukum di setiap bidangnya menjadi sangat penting. 

 Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan 

hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai 

pedoman prilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang 

bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan 

kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma 

hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

 Kendala dalam penanganan kasus tindak pidana peredaran narkotika 

jaringan internasional segera diatasi dengan menegakkan hukum di masyarakat, 
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suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik 

dan dalam masyarakat yang tradisional pun pasti ada hukum dengan bentuk dan 

corak yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat tersebut. Penegakan 

hukum terhadap kasus tindak pidana peredaran narkotika, harus pula 

mengutamakan nilai-nilai keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan, agar 

proses penyelesaian tindak pidana peredaran narkotika dapat diterapkan secara 

efektif maka diperlukan faktor-faktor yang mendukung salah satunya adalah faktor 

sanksi pidana yang diberikan oleh peraturan tersebut, sanksi pidana disini diartikan 

sebagai sarana untuk melindungi kepentingan individu ataupun badan dengan jalan 

mengancam hukuman sebagai sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum. 

 Dalam upaya memberantas tindak pidana peredaran narkotika jaringan 

internasional maka Penyidik Ditres Narkoba Poldasu untuk menegakkan hukum 

dengan maksud memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Sumatera Utara 

dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat 

Sumatera Utara, atas dasar tugas tersebutlah Ditres Narkoba Poldasu memiliki 

sistem pembagian kerja berdasarkan sifat tugas-tugas Kepolisian tersebut, atau di 

dalam tubuh Polri sendiri dikenal dengan fungsi Preemtif, Preventif, dan Represif 

Kepolisian.  

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif 

(penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini 

dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap 

pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal 

dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya 

merupakan wujud suatu langkah kebijakan (policy). Upaya penanggulangan 
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kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya 

yang bersifat “represif” atau disebut penindsan/penumpasan, setelah kejahatan atau 

tidak pidana terjadi. 

 Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat 

preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang 

dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan 

diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana 

terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan 

masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Upaya penal adalah 

upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi 

pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan setelah kejahatan 

terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya 

penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat 

lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah 

kebijakan (policy). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana 

penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat “represif” atau disebut 

penindsan/penumpasan, setelah kejahatan atau tidak pidana terjadi. 

 Mencegah dan mengatasi penyalahgunaan narkoba adalah tanggung jawab 

seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya pihak kepolisian atau pemerintah. 

Semua sektor masyarakat diharapkan aktif berperan dalam upaya ini, sebagaimana 

diamanatkan dalam berbagai undang-undang negara, termasuk Undang-Undang no. 

22 tahun 1997 tentang narkotika. Dalam hal ini, beberapa pihak memiliki peran 

penting, di antaranya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). 

POLRI, sesuai dengan peran hukumnya, memiliki kewenangan untuk menegakkan 
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hukum, melindungi, dan melayani masyarakat bersama dengan komponen bangsa 

lainnya. POLRI bertanggung jawab penuh dalam mencegah dan mengatasi masalah 

penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Dalam konteks pencegahan, terdapat dua 

langkah strategis yang perlu dilakukan:  

1. Pre-emptive. Tindakan pencegahan dilakukan dalam bentuk kegiatan 

pengajaran dan pendidikan dengan tujuan untuk mempengaruhi faktor 

kesempatan dan motivasi, yang sering disebut sebagai faktor 

“kriminologen korelatif” dari kejahatan narkoba, guna meningkatkan 

kesadaran, meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan pengendalian 

diri. , dan membentuk perilaku dan norma-norma kehidupan bebas. obat 

keras. Untuk mendorong dan menciptakan gaya hidup sederhana dan 

kegiatan yang bermanfaat, khususnya bagi kaum muda untuk melakukan 

kegiatan yang produktif, konstruktif, dan kreatif. Melalui strategi 

komunikasi pendidikan yang mencakup berbagai jalur, antara lain 

keluarga, pendidikan, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat, 

dilakukan pendidikan pencegahan. 

2. Pelindung. Agar risiko yang ditimbulkan oleh narkoba tidak menjadi 

ancaman yang serius, maka dilakukan upaya pencegahan munculnya 

tindak pidana narkoba melalui penertiban dan pengawasan jalur resmi 

serta pengawasan langsung jalur lalu lintas ilegal. 

 Adapun data barang bukti kasus narkoba ditresnarkoba pilda sumut dari 

jajaran Tahun 2023-2025 yaitu:  
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Tabel C.1 Data Barang Bukti Kasus Narkoba Tahun 2023  
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Tabel C.2 Data Barang Bukti Kasus Narkoba Tahun 2024  
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Tabel C.3 Data Barang Bukti Kasus Narkoba Tahun 2025  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A.  Kesimpulan 

1. Faktor dari Segi sosial nya, ekonomi, perilaku sosial, karena banyak 

masyarakat di kota Medan ini menjadi tmpt perdangangan narkoba yg aktif 

dan dapat memicu banyak orang untuk memperdagangkan narkoba, dan 

juga faktor lain sumut menjadi lintasan / pasar, adanya pemasukan dari 

Malaysia ke tanjung balai, dan juga narkoba menuju ke aceh lewat medan 

makanya medan menajdi lintasan, pekan baru, aspek geografis menjadi 

faktor utama.  

2. Penegakan hukum yg dilakukan oleh kepolisian sumut dikarenakan jumlah 

pelanggaran penyelundupan yg terjadi di medan ini sangat tinggi, makanya 

penindakan  nya juga berjalan sejalan dengan adanya tindak pidana itu, jdi 

distorat narkoba melalukan penindakan yg represif dikarenakan setelah 

adanya penyelidikan narkoba itu banyak terdapat si kota medan, jaringan " 

Juga banyak, seperti jaringan lokal, nasional, internasional. 

3. Peran Kepolisian dalam menanggulangi tidak pidana penyalahgunaan 

narkotika yang dilakukan oleh anak.  

a. Peran Preventif Peran Preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor 

Kendal yaitu mereka atau tim dari Kepolisian memberikan penyuluhan 

di tingkat sekolah baik tingkat SMP,maupun tingkat SMA . Penyuluhan 

ke sekolah-sekolah guna memberi pengertian akan bahaya narkoba, 

sehingga para pelajar, khususnya kaum muda mengerti dan tidak 

cobacoba untuk mengkonsumsi narkoba. Melakukan razia-razia ke 
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sekolah-sekolah, melakukan penjagaan di tempat-tempat yang 

merupakan akses transportasi dari satu daerah ke daerah yang lain atau 

satu negara ke negara yang lain seperti bandar udara, terminal-terminal, 

pelabuhan besar termasuk pelabuhan rakyat.  

b. Peran Represif Dengan menggunakan restoratif jastis sistem . Peran ini 

dilakukan setelah adanya pelanggaran. Kepolisian mengarahkan 

penyalahguna, pelaku, pecandu, dan korban penyalahguna dikirim ke 

Lembaga Rehabilitasi sosial, Untuk menjalani proses 

pengobatan,perawatan serta pemulihan.  

Adapun kendala dan solusi yang dihadapi Kepolisian Resor Kendal 

dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu :  

a. Kendala Preventif ; Kurangnya peran masyarakat, masyarakat kurang 

memahami tugas dari Kepolisian. Pengguna narkotika masih dianggap 

tabu oleh masyarakat, karena masyarakat merasa malu keluarganya 

tersangkut narkotika. Untuk keluarganya juga takut anaknya ditangkap. 

Masyarakat masih awam mengenai hukum-hukum bagi 

pengguna/penyalahguna narkotika. Tidak semua pemakai narkotika 

mau mengakui perbuatannya. Solusi dari kendala ini yaitu memberikan 

edukasi lebih tentang narkotika. Penyuluhan mengenai bahaya 

narkotika. 

b. Kendala Represif : Kurangnya personil dilapangan, alokasi dana dalam 

pelaksanaan penanggulangan sangat minim, kurangnya fasilitas tes 

urine (Laboratorium kurang memadai). Solusi dari kendala Represif : 

Memberika seminar pembelajaran untuk polisi-polisi agar banyak yang 
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mengerti tentang ciri-ciri pengguna narkotika. Kurangnya dana dan 

fasilitas bisa bekerjasama dengan lembaga lain yang bersangkutan 

seperti : BNN, Dinas Sosial, Lembaga pemasyarakatan. 

B. Saran 

1. Penelitian mendatang bisa melakukan studi komparatif dengan daerah lain 

yang memiliki karakteristik penyelundupan serupa, sehingga dapat 

ditemukan strategi terbaik dalam mencegah dan menindak penyelundupan 

narkotika secara lebih efektif. 

2. Peran preventif Kepolisian harus mengedepankan tindakan ini karena peran 

ini harus di tekankan dari usia anak-anak hingga usia remaja, mulai dari 

sekolah dasar hingga perguruan tinggi karena perlu di sadari bahwa generasi 

muda akan menjadi pelaku pembangunan bangsa dimasa yang akan datang. 

Karena peran peran preventif lebih mengedepankan melalui pencegahan, 

penanggulangan, penangkalan, pengendalian , dan ajakan.  

3. Perlunya anggaran atau dana operasional yang cukup dalam 

penanggulangan tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Kendal agar 

sarana fasilitas seperti alat deteksi narkotika dilengkapi melihat 

perkembagan pengedaran narkotika yang sangat cepat. Adanya pendidikan 

bahasa asing bagi anggota Kepolisian melihat perkembangan kejahatan 

narkotika sudah skala internasional .
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